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PENDAFTARAN TANAH UPAYA UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM.

. I. VPENDAHULUAN.

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi kebanyakanlkegig. -
tan manusia. oleh karena itu pencatatan yang.sistematié dari
tamahi-dan hak atas tanah.mérupakan hal.yén@ sangaﬁ.peﬁtiné 7.
bagl administrasi negara,'perencanaan dan pémgembangannya_-,
serta peralihan hak perorangan atas tanah." o

Secara konstktusional pendat taran tanah di Indonesia-
sudah berlang ung 26 tahun, yaitu sejak dlundangkannya UUPA
ﬁanggal 24 ueptember 19860. Dalam ketentuan pasal 19 UUPA Sem
calra tegas menyatakan bahwa untuk menJamin kepastiam4 hukum{
oleh Pemerintah éiadakan pendaftaran tanah di seluruh wila -
yah RI menurut ketentuan yang diatur dengan penetapan peme-
rintah, | | . -

Kegiatan pemdaftaran hak atas tanahiihi adalah | pen-
ting dilihat dari:tujuannya yaltu : menoiptakan képastianjhw
- kum dari porbuatannya karena monyangkut sowi kapcrdataan se—“
seorang daﬁ bukannya tindakan: admlnlstra51 bolaka.. | |

Dalam usaha mewujudkan kepastian hdkum torsebut maka .
dil aksanakan ouatu rangkalan kegiatan—kegiafan : | |
l. Pengukuran, pemetaan dan pembulkuan tanah..

2. Pendaftaran hak atas tanah dan p@rallhannya..
_ j. Pemberian . &urat—surat tanda bukti hak yang berlaku seba~
rad alat pombuktlan yang ltuat, |
PelakSanaan.kegkatan pendaftaran secara terperimci'tg
~lah diatur'démgan PP No.l0O Tahun 196l_tentqmg'Pemdaftafén‘Tg.

 nah, dan dari kegliatan tersebut hasil‘akhir'pendaftaran éda—



lah diberikannya tanda bukti hak yang disebut sertifikat -
hak atas tanah kepada yang mengajukan permohénan pendaf tar-

an hak,

TI. PERMASALAHAN .

Persoal aw yamg,muncﬁl dalam makalah = ini adalah :
A. Bpakah fungsi dan tujuan dari Pendaftaran tanah ?
B. Bagaimanakah sistem Pendaftaran Tanah Indonesia sebagai~-

upaya untuk memcapak kepastian hukum ?

TII. PEMBAHASAN . . | ;;f- - |
A. Pendaftaran Tanah . o

Pemqgrtlan darli Pendaftaran Tanah adalah suatu rang-
Ikalan keglatan yang dllakukan secara terus'menerus dan teg
atur untuk.mengumpulkan data tanah, di. w%laygh terﬁentu)'dg
ngan tujuan'teﬁﬁéntw, menyimpan, memprbsééf&an menyajikan -
kepada masyard&aﬁ dengan memberi alatlbukti'hak yang berbem
tuls sertifikat.éBerbeda dengan pemge?tian sensus tamah, di-
mana daiam Péndaftéran Tanah sekali.tanah didaftar maka un
tﬁk selanjutny§ seﬁiab terjadi perubahan atas tanah (dijual
dijaminkan sebagal jaminan hutang, dil) har@s'terus,didaf -

tar. Sedangkan 3ensus Tanah walstunya secara berkala dalam

A

wals tu tertentu untuk memperoleh informasi ﬁentang datamdata

tanah di w1layah RI dalam rangka penentuan kebljakanukebi -
jakan Pemgrlntah dalam pengaturan terhadap pertanahan di
Indonesia. | | _

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian

hukum dam kepastian hak atas tanah.



Eengan diseclenggarakannya Pendaftaran Tanah, maka:fi

hak"flhak yang bersangkutan dengan mudah dapqt mengetahui -

status dan kedudukan huicum daripada tanah tertentu yang di .

hadapinya, letak, luasﬁdan batas—batasnyaa.Siapa pemilikmya'

dan boban-bcb?n apa yang ada di atasnya (Recht Cadaster).

Sehingga tujuan dari Pendaftaran 'anah dapat diperinci lagl

sebagai berikut : : . ﬁf

1. Untuk méhaamln kepastlan hukum bagi. pemlllk tanah

2e Untul m&njamim kepastian hukum bagi mereka yang borkope
tingan denzan tanah yang bersangkutan yaitu denpan mudah
meﬁpermmeh keterangan yang dapat dlpercaya tentang alat
buktlnya yaltu sertifikat tanah, . ‘ . : .

3 Umtuk'kepemtimgam Pemerintah, dimana apabila semua tanah
dii Indonesia sudah terdaftar maka Peme:imtah akan dapat-
mémperoleh'data yang akurat mengeﬁai bidang-bidang tanah

yang dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan pemba

ngunan dan sekaligus un tuk pengaw&éan térhadap_peraturan -

perumdang-undangan.
Pungsi Pendaftaran Tawah ialah untuk memperoleh alat

penbuk tian yang‘kuat tentamg:sahnya perbuatan hukum menge -

nal tanah. Tetapi umtuk perbuatan hukum tertentuw, pendaftar

~an mempunyail fungsi lain, yaitu untuk memenuhi sahnya‘perbg
atan hukwmzitw».Artinya, tanpa dilakukan.pendaftaraﬁ,.perbg
atan hukum itu tidak terjadi dengan sah menurﬁt hukum, ' Mi
| salnya bérlaku bagi pendaftaran hipotek. éeﬁ@lumﬁdidaftar -
di nantor Pendaftaran Tanah, hipotek tidak sah (belum mengi
kat secara hukum). '

Pemdaftaran jual-bgli ataﬁ hibah atau:tukarwmenukar,

bukan berfungsi. untuk sahnya perbuatan itw, tetapi sekedar-



memperoleh alat buktl mengenal sahnya perbuatqn i tu, ﬂ7at-*_ |

~bukti-dtu aﬁalah SPrtlflkat s dimana dldalam sertlflkat ter

sebut dlsebut adanya perbuatan hukunm 1tu, dan bahwa pemillk,

nya sckarang 1a1ah pembeli atau penorlma hibdh atau yang -
 memperoleh penukaran.

uraian tersebut di atas adalahberdasar pasal 23,322 ,

dan 38, Paaal—pasal itu berturut—tuput mengenal Hak Milik ,

| Hak.GunalUsahaldan Hak Guna Bangunan yang menyatakan bahWa

‘dalam ayat 1 hak hak tersebut demiklan pqu thLdp puralih

an, hapusnya, pembcbanannya ,dengan hak—hak lain harus didaf

tarkan.

Axét 2 pasalwpasaL tersebut di atas menyatakan bahwa

j pendéftaran térmasuk.dalam ayat I merupakan alat pembumtian

yamg kuaﬁ,mengenal hapusmya hak tersedbut, serta sahnya pera

Llhan dan pemhebanannya.

B. Sistem Pendaftaran di Imdonesia.

Dalam keglatan Pendaftaran Tanah dikenal 2 sistem:™)

1. Sistem Positif.,
2. Sistem Negatif.
Pada sistem positif terdapat beberapa unsur antara ;;‘
lain : | |
a. Negara ﬁenjamin‘data yang tercantum dalgm‘sertifikat, jg
itﬁ:apahyangftercantum dalam buku pendaﬁtaran tanah dan
- suratl tanda bukti hak yang dikeluarkan‘merupakan alat ;

pembuktién yang mutlak;

S o b

1) Effendi Perangin, SH, Hukum Agraria Di Imdon951a, RaJawali
Pers, hal. 9?0 :
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Sertifikat bersifat mutlak. s
Pihak ke tig& (yang beritikad baik) yaﬁg bertindak atas
dasar bukti' tersebut mendapat perlimduﬂghn mutl ak, biég
pun kemudiaﬁftérnyata bahwa keterangan-koterangan yang
tercantum di dalamnya tidak benar. | | N
Pihak yéng[dirugiﬁan mendapat kompensésiidaiam bentuk -
laim, yaitu dengan cara m@ngguggt Kantof.Pertanahan/Ne%
gara. dleh kafena ktu Kantor Per@anahan/Negara sangat -
berhati-hati dalam pembuatan sertifikat tersebut.,
Negara'ménjediakan dana khusus. |

Sedahgﬁan pada sitem negatif mengandﬁng unsur, bah-
Surat tanda bulti hak itu berlaku sebagai alat pembukti
an yang kuat. Berarti keterangan-keterangan yang tercan
tum di dalamnya mempunyal kekuatan yang harus diterima-
(dleh,hakimo'sebagai keterangan yang benar,'selama dan
sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuk ti-
kan sebaliknya.
negara tidak menjamin data yang tercantﬁm‘dalam sertifi
katw_@an:pemilik tanalh yang'sebenarnya.dapat menﬁmtut -

kemball (revindikasi) tanahnya. Dalam hal demikian penga

" dilan yang akan memutus alat pembuktianmana yang benar.

Ce

Sertifikét dapat dirubah atas dasar Surat neputusan Pe~ .

ngadilan, kalau ternyata bahwa keterangan dipendafltaran .

tanahlah yang tlidak benar.

~ .

Sistem yang mana dipergunakan diflndonéSia:dalam Pen

daftaran Tanah sekarang ini ?

_ Kalau kita Lihat dalam UUPA, maka jelas tidals memakal sis- -

wh



-dan paSal 38 ayat 2 UUPA.

tem positif, yaltu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 19 sys: 2

ayat 2 buruf ¢, bahwa surat tanda bukti hak yang akan dike-

luarkam berlaku sebagad "alat pembuktian vang kuatV Ayat

tersebut tldak monydtakan bahwa surat tanda buktk hax terse

but berlaku sebagaili alat pembuktkan yang‘mutlak. | :
Walaupun s1stem‘yamg dipérgunakan adalah sistem ﬁeéé

tif, para petugas pendaftaran tidalflah bersikap pasif, art;

nya mereka iidakAmenerima begltu saja apa yang diajukan_atg

w dikatakan oleh pihak yang memknta pendaftaran. Para pé&u-

gas pelaksana diwajibkam untuk mengadakan penclitian uniuk -

mencegah terjadinya kekeliruan. Para patugaé bersifat‘aktif

misalnya sebelum dlilaksanakan pengukuran-”kéntor Pertanahan

menyelenggarakan pengumuman terleblh . dahulu terhadap -tanah :_i

- yang akan dldaftar, Kemudlan batas«batas tanah ditetapkan -

dengan memakai 51tem contradictoire deliﬂltatle. Apabila t-ﬁ

timbul. persellslhan diajukan ke pengadmlén apablla tldaa da

pat dlbeleSdlkan sendiri oleh yang bersangkutan. Sejauh mungﬁ

kin dladdkan usaha~usana agar keterangan yan ada pada tata

usaha nantor. Pendaftaran fanah itu selalu sosuai dengan ke- |

;,adaan yang sebénarnya., Jadl unsur positif berlaku Juga d151

ni karena Kantor Pertanahan bersmfat aktikf.

Sistem Pendaflaran Tanah di Indonesia adalah 518 tem

negatif yang mengandung unsur positif, karena akan mengha -

silkan surat‘ténda buk ti Hak yang kuat seperti dimyatakan -
dalam pasal 19 ayat 2 huruf c, pasal 2; ayat 2, 32 ayat P



C. Pendaftaran Tanah sebagal upaya untuk mencapal Kepasti ~

an Hukﬁm.

Mengenal apa (obyek) yang didaftar dikenal dua sis -

2) L et " | o

tom', yditu : : :_ 4
wh : : : S : ] 2
L. Sistem Pendaftaran Hak ( Rog:strat]on of Tltios Yo L
2. Sistem Pcndaftdrdn Akta (Reglvtrltlon of Decds)
PP 10/196l mempergunakan sistem "pendaftaran nak" di
mana perbuatan{perbuatan hukum yang dilakukan juga dibukti-

kan dengan akta. Tetapil akta—akta‘tersebut tidak didaftar ,

melainkan berfungsi sebagail sumber data yuridis yauy diper- i -

' lukan bagi pendaftdran thHYd atau pchataLan—pencaLatan pe

rubahannyl kemudian. Data yurldlu tersebut dituangkan dalam
buku tanah ("register") dam diterbitewan sertifikat sebagai-
surat tand#\bukti hak yang burSangkﬁfan. Dalam sistem  ini
pada pendaftafan untuk pertama kali haknya yang didaftar,di
ikuti pe?catatan perubahan-perubaﬂan yang terjadi kemudian.

Sedangkan dalam sigtem pendaftaran akta,_maka alk ta~
akta yang membuk tikan perbuatén hukuﬁ yvang dilakukan menge-
nail tanam yang didaftar itupun atdu salinannya ("grosse''mya)

vang merupakan surattanda buktinya.

Disinilah kekhasan hukum kita yang mongha Llldn SU-
rat-surat tanda buk ti hak dalam bentuk sertifikat, yang o-
leh UUPA:dinyatakan mempunyai daya pembuktian yang "kuat'.

Data yuridis yang dihimpun dituangkan dalam buku tanah, dii

2). Budi Maknawl,SH. Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Tansh :
Upaya Untuk Mencapai Kepastlan Hukum, Makalah, Tawggal~
10 QOlctober 1996..



kuti dengan penerbitan Sertifikat sebagai{éurat tanda buk ti
haknya, sctelah diadakan pemeriksaan dan pénilaian secukup -

nya mengenal kebenaran data yang disurahk#ﬁ;jﬂal ini berbeda

o

dengan sistem publikasi positif, dimanalméﬁéhasilkgn hak yang

. P
tidak dapat digamggu gugat. (mutlak) . P

- Dallam Peraturan yang baru yaltu Rancangan Peraturan Pe.

merintah tentanngendafiaran Tanah renggati FP 10/1961 akan
diberikan penjelasan dalam bentuk tafsiran resmi mengenal pe-

ngertian Mguat!" yaitu dalam pasal 39. Sertifikat berlaku seba

gal alat pembuktian yang kuat berarti, hahwa sclama belum ber

hasil dibuktikan yang sebaliknya yanl dikuatkan oleh suatu pu -

tusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan untuk dilaksa-
nhkan:, datd‘fifik dan yuridisuyang dicantumkan didal amnya ha-
rus diterima sgbégai data yang benar. Balk dalam perbuatan hu
kum sehari-hari, seperti jual-beli, sewa meﬁyewa, pemﬁebanan-
Hak Tanggungan dan lain-lainnya, maupun dalam sengketa di Pe
ngadilan, sepanjang data tersébut sesual denﬁan yang ada peta
“pendaftlaran, peta situasi dan buku tanab yang bersangkutan.
Ini perlu karcna ada kemungkinan data yang sudah dicatat pada
buku tanah, belum sempat diikuti penCatatahnya dalam Sertifi-
kdt‘yang bersangkuﬁan. Atau serthfikat yanpg ada adalah Serti-
fikat palsu. |

Untuk itu maka kantor Pendaftaran Tanagh diberi bersi -
faﬁ.terbuka untuwks umum (pasal 2 angka?2 RPP Pengganti PPLQ/61)
sehingga sebagal konsekuensi yuridis dari‘sifat terbuka tersg
but, malka pihak~pihak yang berkepentingan dianggap mengetahul
data fisik dan data yuridis yang disimpan dalam peta pendaf-

taran, puta Situasi dan buku tanah di kantor Pertanahan jang



Tihed

bersangkutan. (pasal L ayat (2)).

Bahwa data yang disajikan dalam sertifikat dapat di -

sangkal kebenarannya dengan alat buktk yang lain, menunjuk -

lcan, bahwa shctem pendaftaran tanah yang dimaksud oleh UUPA
Bukan sistem pésitif, melainkan sistem negétif. Juga bukan -
sistem negatif murni, melainkan negatif yang mengandung ‘ug
sur - unsur pogitif. Sifat yang khaé inilah yang menentukan
cara penyeloﬁggaraan pendaftaran tanah . '.

Kel emahan sisfem publikasl negatif adalah, bahﬁa ri
hak yang namanya_tercantum sqbugai pemegang haknyaudalam<bu—
ku tanah dan Sertifikat, tiap saat memghadﬁpi kemungkinan gu

gatan yang mﬁngkin dibenarkan oleh Pengadilan. Di negara-ne-

gara lain yang memakal sistem publikasi négétif, kizlemahan:

tersebut diatasi denganmenggunakan 1lembaga lampauniya wak tu ,
scbagal sarana untuk memperéleh hak atas tanah (Macquisitive
verjaring" atau "adverse possession") yang diatur dalam pa-~
sal 1963 LUH Perdata Indonesia. :

. Akan tetapi Hukum Tanah Nasilonal kita yang didasarkan
paia Hukumlﬂdat, tidak dapat menggunakan lembaga tersebut .,
kot na Hukum‘ﬂdat tidak mengenal lembaga tersebut. Pi dalam
Hukum Adat aﬁa lembaga yang dapat digunakan untuk merpgatasi
kel emahan siétem negatif tersebut, yaitu yang dikenal seba -
gal lombaga “rechtserwerkkng". Jika sescorang sc¢lama sekian

wak tu membiﬁrkan ﬁanahnya tidal diusahakaﬁ dan tunéh tefée-
but kemudian dikerjakan oleh orang lakn yéng memperolehnja -
dengan 1tikad baik, maka hilanglah haknyaiéfds tanah yéng
bersangkutap dan .dengan demiklan tidak dapﬁtftanéh tersebut-

H

aftun tutnya kembali (Putusan noog Gerechtg 25 Olktober 1943).

9 B







Sehﬁbungam dengan 1tu maka uﬂtuk mehberikan makna = -
praktis dafilﬁernyaﬁaan, banwa Sertifikat merupakanh alac
pembggt%ag yang kuat bahwa pendaftaran taméh yang:diéeleng—
garakanmn herdasafkan ketentuan-ketentuan UUPA tersebut, biap
pun sistem publikasinya negafif, tetapi adalah dalam rangka
memberikan (jaminan kepastian hukum, lembaga "rechtsverwer -
king" terscbut dmgunakén untuk mengatasi kelemahan sistem
negatif pendaftaran tanah kita. _

Dalam pasal 40 Rancangan PP Penpggonti PP 10 dinyata-
kan, bahwa pemegang hak yang dalam waktu 5 tahun sejak di-
bukukannya~secara sah hak yang beraangkutan-atas hama orang
atau badan hulkum lain dalam buku tanah, tidak mengajukan gu
gatan péﬁgadilan, menurut hukum_kehilangan.haknya atas ta-
nah yang bersangkutan, jika tanah terscbut diperoleh dengan
itikad béik§sesuai ketentuan yang berlaku dan secara fisik
nyata dikﬁaéai oleh pihak yang namanya tercantum dalam ser-
tifikat scbagal pemegang haknya atau oleh pihak lain  yang
memperolell persetujuan daripadanya. _ | ;

Apa yang dinyatakan dalam pasal 40££érsebut bukaniah
menciptakan ketentuan hukum baru, mo]ninkaﬁfmnrupakmn'p@ﬁe—

rapan kotr@tuan,hukum yang sudah ada dalam Hukum Adat dalam
‘pomborlan mdhna praktis pada’ pernyahaan UUPA di atas dan.
sistem yang dlpunakan dalam pendaftaran t&ﬂdh kita. o@baﬂdl
mana dlketahul? dalam tata hukum kita oegagang Hukum Tanah
Adat merupakunﬂbégian &ari Hukum ‘tanah Na 1onal positif Lw-
donesia.

Piadakonnya pernyataan dalam pasal 40 tersebut bukan

‘berarti bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dise-

10







lenggarakan burubah menjadi positif. Sistem publikasinya te

tap negatif sesual ketentuan UUPA,. Maka bagk tiap pihak -

yang memperoleh tanabh yanly bersangkutan dari pihak yang na--

nanya tercantum dalam buku fanah dan sertifikat sebagal pe
megang hak, berlaku kurun waktu 5 (lima) tahun penguasaan -
untuk dapat mulal terbebas dari gugatan, bukan dar. peme =

gang hak pertama yang sudah kehilangan haknya, mel ainkan

dari yang‘bérhak atas tanah dikemudian.

IV. PENUTUP.

Sebagai,penutup dari uraian makalah ini, Maka dapat
ditarik kesimpulén schagal berikut : a ‘
1. Fungsi dan tujuan pendaftaran tanah digindoneéia adalah?
untukﬂmg%jamin‘kepastiam hukum,dan‘kepﬁétian hak atas ta
nah baik bagiisipemilik tanah, pihakﬂéi%ak'yang berkepen
tingan-tﬁnah &ang bersangkutan maupuﬁiﬁaéi Pemerintah.‘

2o Sistem.Pendﬁﬁfaran tanah yang dipakai di_Imdonesia ada -~
lah sisﬁem ﬁublikasi negatip yang mengaﬁdung unsur-unsury
positif, seperti diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat 2
hurnf ¢, bahwa sertifikat tanah merupakaﬁ alat pembukti-
.an yang kua't. ‘ |

S Untuk.menCapai kepastian hulkkum terhadap sertifikat tanah
dal an Rahcangan Peraturan Pemcriniah Péngganti PP no 1 10
tahun 1961 adasuatu ketentuan teﬁtang}batas waktu dimana
seseorang-yémg‘menguasai tanah dehgan itikad bailk terbe-
baé dari tuntutan pihak lain, yaitu 5 tahun. Sehingga ti

dak perlu merubah sistem ﬁublikasi pendaftaran tanahnya.

Il
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